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PENGAYOMAN

BERITA ACARA

PENGARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN

Pada hari ini Selasa, 1 Juli 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama . Riadga Priambodo

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Instansi :  Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

selanjutnya sebagai Pemrakarsa

Nama . Sugeng Pamuji

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
Instansi  :  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

selanjutnya sebagai Ketua Tim Kerja Harmonisasi
Menyatakan bahwa:
1. berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor: B/100.3/32/2025

tanggal 1 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi, Nomor: B/100.3.2/40/2025 tanggal 15 Juni 2025 permohonan

pengharmonisasian,  pembulatan, dan pemantapan konsepsi, = Nomor:

B/100.3.2/34/2025 tanggal 10 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Nomor: B/100.3.2/44/2025 tanggal 18 Juni

2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi,

Nomor: B/100.3.2/46/2025 tanggal 23 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

tentang:

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Grobogan;

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan
Minimal di Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;

d. Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun
Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

e. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2025;dan

f. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026,

yang dihadiri perwakilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dan Tim Kerja Harmonisasi;

2. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Grobogan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan
Minimal di Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Bupati tentang
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026, hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan putusan pengadilan;

3. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Grobogan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan
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Minimal di Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Bupati tentang
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat
ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Semarang, 3 Juli 2025

Pemrakarsa,
Kepala Bagian Hukum Setda Ketua Tim Kerja Harmonisasi,
Kabupaten Grobogan

Dr. Prijo Dwi Atmanto, S.Pd., Sugeng Pamuiji
S.H., M.Si
Mengetahui,
Kepala Divisi
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,

Delmawati
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